BAB III 36
PELAKSANAAN KETENTUAN DENDA DI PENGADILAN NEGERI
' o SURABAYA

Opini Terhadap Besarnya Denda UU NO.14/1992

Besarnya denda yang tercantum dalam UU No.14/ -
1992, adalah berkisar antara Rp.12.000.000,-(dua belas
juta rupiah) sampai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh
ribu rupiah), sedangkan hukuman kurungannya berkisar
antara 7 hari sampai 1 tahun dengan berbagai jenis pe-
langgarannya. Besarnya ketentuan pidana(denda dan kuru
ngan) ini¥ah yang banyak menimbulken reaksi dari ber-

bagai kalangan masyarakat.

Pada prinsipnya sebuah peraturan atau ndéng-
undang dibuat adalah bertujuan untuk mengatur kehidu-
pan manusia supaya tertib, aman dan damai. Lebih-lebih
mengenai kondisi perlalu lintasan yang memang' sering
menimbulkan kecelakaan dan banyak makan koraban, sehi-
ngge wajarlah bila muncul Undang-undang lalu lintas ba

ru dengan bobot ancaman pidana yang ekstra berat.

Untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap be=-
sarnya dénda dari UU No.14/1992, maka penulis: kemuka-~
kan tanggapan dari para sopir/pengemudi selaku indivi-
du y;ng setiap harinya terlibat langsung aktifitas di
Jalan raya. Lihat tabel berikut :

TABEL I
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TABEL I
TANGGAPAN SOPIR/PENGEMUDI TERHADAP BESARNYA DENDA
T 7 UU NO.14/1992 -

No.| Jumlah | Setuju/Tidak- Alasan
L aetuju . .

1.(25 Sorir Tidak Setuju T;gak sesual dengan pengha=-
; . silan

s

2.| 5 Sopir | Setuju Lebih mendisiplinkan Sopir

gaail wawancara dengan Sopir/Pengemudi.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, nampak
bahwa 83 % dari para sopir/pengemudi menyatakan tidak
setuju tefhadap besarnya denda dalam UU No.14/1992, dg
ngan-alasan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi(pengha
silan) para sopir, dan sebanyak 16 % menyatakan setuju

dengqﬁn alasan untuk lebih mendisiplinkan sopir.

Untuk mendukung berlakunya sebuah Undang-undang
sangat diperlukan:kesiapan yang matang dari pihak Peme
rint;h dalam hal sarana dan prasarana supaya !slakgkah
opraéionalnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk me-
nget;hui seberapa jauh kesiapan Pemerintah dalam mem=
berlékukan UU No.14/1992, penulis kemukakan tanggapan
dari para sopir. Lihat tabel berikut :

TABEL 1II
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TABEL 1I1I

TANGGAPAN SOPIR/PENGEMUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH
(SARANA DAN PRASARANA) LALU LINTAS UNTUK  MENDUKUNG

BERLAKUNYA UU NO.14/1992

NO. |+« Jdumlah Belum Siap/Setengah Siap/Siap
1. | 4 Sopir Belum Siap
2. |11 Sopir Setengah Siap
3. | 15 Sopir Siap

B.

-

Hasil wawancara dengan para Sopir/Pengemudi.

Dalam tabel tersebut di atas nampak bahwa seba-
nyak 13 % dari para sopir/pengemudi menyatakan Pemerin
tah pemuﬁ siap, 36 % menyatakan setengah siap dan 50 %
menyatakan Pemerintah sudah siap dalam halasarana dan
pfés;rana, untuk oprasionalisasi UU No.14/1992. Namun
hel ini dapat dipahami, sopir yang menyatakan Pemerin-
tah sudah siap tersebut secaré kebetulan jalurnya mee-
mang sudah baik dalam hal penambahan dan pembenahan
sarana dﬁn prasarana latu lintas, dipihak lain sopir
}Zﬁg ﬁgﬁfgtakan belum siap, mungkin karena sarana dan
prasarana lalu lintas pada yang jalur yang mereka lalu

i, kefetulan belum diadakan pembenahan dan penambahan.

Tabel Denda dan Permasalahannya



39

B. Tabel Denda dan Permasalahannya

_Pemberlakuan UU No.14/1992 sempat tertunda satu
tahun; yakni yang sedianya akan diberlakukan pada tang
gal 17-September-1992 dinyatakan ditunda dan diberlaku
kan secara efektif pada tanggal 17-September-1993, . Pe=
nundaan ini diatur dalam Perpu No.1 Tahun 1992. Adanya
penundaan pemberlakuan UU inipun oleh masyarakat dipan
dang bukan merupakan solusi yang baik, oleh karena an-
caman denda dalam UU tersebut tetap tidak mengalami pe
rubahan, ini terbukti dengan adanya ancaman "mogok" o-
leh para sopir diberbagai terminal menjelang berlaku-
nya U0 tersebut. Untuk mengantisipasi kenyataan terse-
but, akhirnya Pemerintah yaitu Mahkamah Agung, Departe
men Kehakiman, Kejakéaan Agung dan Kepolisian( Makehja
pol ) mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan UU No.-
14/1992, yang dikenal dengan "Tabel Denda". Dengan ada
nya tabel denda ini, besar kecilnya denda dibedakan un
tuk tiap-tiap daerah(disesuaikan dengan tingk;t sosial
ekonomi). Untuk daerah Jawa Timur besarnya denda dite-

tapkan antara Rp.7.500,- sampai Rp.50.,000,-.

Tabel denda ini tidak diberlakukan : . selamanya
dan akah,dievaluasi setelah beberapa bulan pelaksanaan
dengan pertimbangan apakah sudah memberi rasa keadilen

di masyarakat. Demikian kata Soemarsono, S.H(Ketua Pe-
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(Dokumentasi Jawa Pos, 17-September-1993, hal
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s 1).

Untuk lebih jelasnya lihatlah daftar tabel den=-

da beserta klasifikasinya, dibawah ini

P

Jenis Pelang
garan

Se?eda
motor

MPP

MPU

Pickup

Bus/Tru
k

Ringan

Melangger ram
bu-rambu

Melanggar mar
ka jalan, be-
rupa garis u-
tuh membu jur

Melanggar mar
ka jalan seba
gal garis ber
henti -

Melanggar ke-
tentuan caha-

ya

Melanggar la=~
rangan melewsa
+ti kendaraan
lain 41 per -
simpangan

Melanggar la-
rangan melewa
ti kendaraan™

lain yang se-
dang memberi

kesempatan me
nyebrang peja
lan kaki

Melanggar ke-
wajiban pema~-
kai jalan-un-
tuk mendahulu
kan kendaraan

7.5000
T.500

T.500

7.500

74500

T7.500

15.000
15.000

15.000

15.000

15.000

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20.000

20,000

20,000

20,000

20,000

20.000

20,000

20.000

30.000

30,000

30,000

30,000

30.000 '

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30.000



yang mendapat
prioritas

Melanggar tan
da parkir a -~
tau berhenti

Melanggar i-
syarat bunyi

tidak sesuai

syarat teknis
dan laik ja-

lan

Melanggar i-
syarat bunyi
sirine

Melanggar ke-
wa jiban menya
lakan lampu
pada malam ha
ri

Melanggar ke~
wajiban menya
lakan lampu
peringatan

Melanggar ke-
wajiban menya
lakan lampu

retunjuk arah

Melanggar ke~
wajiban menya
lakan lampu
tanda berhen-
t1

Melanggar ke~
vajiban menya
lakan lampu
peringatan
berwarna kuni

ng

Melamggaf ke~

cepatan maksi
mum

Melanggar la-
rangan kenda-
raan ditarik
lebih satu

7.500

7.500
7.500

7.500

7.500
7.500

7.500

T7.500

7.500

15.000

15,000

15.000

15.000

15,000
15.000

15.000

15.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20,000

20.000

20,000

20,000

20.000

20.000

20,000

20.000

20.000

20,000

20,000
20,000

20,000

20,000

20,000

20.000

30,000

30.000

30.000

30.000

30,000

30,000

30,000

30.000

30,000

30.000
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30.000

30.000

30,000

30,000

30,000

30.000

30,000

30,000

30.000

30,000



kendaraan
Melanggar ke-

wajiban meng=-| -

gunakan alat
penarik yang
kaku untuk
kendaraan ber
motor yang 41
perbolehkan
lebih dari
400 Kg

Melanggar ke-
wajiban meng-
gunakan helm
penumpang se=
peda motor ma
upun kendara-
an bermotor

roda empat ya
ng tidak ada
rumah-rumah

Sedangé
Tanpa dileng-
kapl tanda
bukti lulus u
ji bagi mobil
Bus, mobil ba
rang, kendara
an umum,
ta gandeng
dan kendaraan
husus dijalan

Pengemudi ti-
dak dapat me-
nun jukkan STIN
K atau STCK.

Tidak dileng-
kapi TNCK/TNEK
3 _

Pengemudi ti-
dak dapat me-
nun jukkan SIM

Berat -

Mengangkut t1i
dak sesunai de
ngan peruntuk

kere‘

7;500

7.500

7.500

10.000
10.000

10.000

15.000

15,000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20,000

1.25+000}

25.000
0
25.000

25.000

20,000

20.000

20,000

254000

25.000

25.000

25,000

30.000

30.000

30,000

40,000

40.000
40.000

40.000 .
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30.000

30.000

30.000

40.000

40,000

40,000

40,000



kannya

Kendaraan ti-
dak sesuai de
ngan persyara
tan teknis
dan laik jala
n

Tidak sesuai
dengan kelas
jalan

15.000

25,000

30.000

30,000

30.000

30,000

50.000

50,000

50.000
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50.000

50.000

50,000

(Tokumentasi Polresta Surabaya Utara, 1993).

Ketentuan denda dalam tabel denda tersebut ..

At

atas jauh lebih kecil(rendah) bila dibandingkan dengan

ketentuan denda yang terdapat dalam UU No.14/1992. Hal

ini diharapkan dapat meredam gejolak sosial yang sebe-

lumnya terfokus pada besarnya denda. Dari hasil wawan-

cara yang telah dilakukan penulis dengan para sopir ,

ternyata bahwa pada umumnya mereka menanggepit--ppsiftf

ataussefuiju terhadap besarnya denda dalam tabel denda.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL

I1I

TANGGAPAN SOPIR/PENGEMUDI TERHADAP TABEL DENDA

No. |Jumlah Tanggapan Alasan
1.1 9 Sopir|Tidak setuju|Dendanya masih terlalu hmemberat
1 kan
2.(21 Sopir|Setuju Besarnya denda masih terjangkau

Hasil wawancara dengan para sopir/pengemudi.
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Pada tabel tersebut nampak bahwa 30 $ dari para
sopir menyatakan masih keberatan terhadap besarnya den
da dalam tabel denda, dan 70 % menyatakan setyju kare=-
na dendanya masih bisa terjangkau. Kehyataan ini meru-
pakan indikasi bahwa adanya tabel denda telah mampu me
redam ge jolak sosial yang bertumpu pada besarnya denda

dalam UU No.14/1992.
Kesadaran Hukum dan Usaha Meningkatkannya

1. Kesadaran Hukum

UU No.14/1992 diciptakan adalsh untuk mewu -
Judkan lalu lintas supaya berjalan lancar, -.téttid
dan aman, sehingga orang yang berlalu lalang di ja=-
lan raya merasa aman, terjaga, dan terjamin kesela-
matan jiwanya. Kesadaran hukum merupakan hal yang
sangat penting untuk mendukung berlakunya suatu per
undang-undangan. Rasa sadar hukum masyarakat yang
tinggi, akan sangatimembantu untuk mencapai tujuan
yang sebenarnya dari diciptakannya suatu ‘undang-
undang, sebaliknya rasa sadar hukum masyarakat yang
rendah,iakan merupakan faktor penghambat bagi berla
kunya sebuah undang-undang dan terwujudnya  tujuan ‘
serta cita-cita dari diciptakannya undang-undang.

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran hu



45

kum masyarakat, maka penulis ketengahkan tentang
peningkatan kesadaran hukum dari para sopir beserta
motivasinya setelah berlakunya UU No.14/1992, seba=-
gal berikut :

TABEL IV

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PARA SOPIR/PENGEMUDI

SETELAH BERLAKUNYA UU NO.14/1992

No.| Jumlah Meningkat/Sangat Motivasi
. - - . |Meningkat
1+ |16 Sopir|Meningkat Takut ancaman denda
2.| 8 Sopir|Sangat meningkat|Kesadaran hukum murni
3.

6 Sopir|Meningkat Kesadaran hukum dan  takut
» ancaman denda

Hasil wawancara dengan para Sopir/Pengemudi.

Dengan mélihat tabel tersebut di atas, ternyata bah
ﬁa.paré sopir/pengemudi tingkat kesadaran L. hirkumnya
mengalami peningkatan setelah berlakunya UU No.14/-
1992, dengan motivasi(sebab-sebab) yang berbeda-be-
da, yaitu 53 % karena takut ancaman denda, 26 % ka
rena kesadaran hukum murni, dan 20 % karena kesada-
ran hukum murni serta takut ancaman denda. Jadi da-
pat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mere-
ka masih rendah, oleh karena mereka pada umumnya ha

nya takut pada ancaman denda, dengan kata lain me-
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reka mematuhi hukum atau undang=-undang hanya kati-
ka ada petugas, pada saat tidak ada petugas mereka
cendrung melakukan pelanggaran. Untuk :medbuktikan

bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam ber

~lalu lintas masih rendah, berikut penuiis kemuka-

kan data-data tentang pelanggaran lalu lintas @

DATA PERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRESTA

SURABAYA UTARA PADA BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 1993

No.|Bulan Jumlah Jenis Pelanggaran
pelang
garan |
mua- |kece |ram |tan-| tan |[SIM|STN |perle
‘|tan |pata|bu- pa pa + |CK |ngka=
n ram |SIM |STN |STN| + |pan
bu K |K |STC
4 K
1.|septembed] 112 |23 | - 4 40{20 [5 ]3| - | 1
2. |Oktober 17 | 3| 6 2|2 |- |17 -4 3
3. |Nopember 60 10 .| - 211 9 6 3 - 11
"4, |Desember 302 2 - 174171 |48 | 2 - | 62

(Laporan Pelaksanaan Tugas Sat Lantas, Polresfa'Surabaya
Utara, 1993).

Terlihat pada data tersebut di atas, Jjumlah terja-
dinya pelanggaran lalu lintas sangat meningkat pa-
da bulan Desember, hal ini disebabkan oleh karena
pada bulan Desember Polisi bersikap aktif(mencari

dan menjaring pelanggar) atau stationer, yaitu de-
ngan menggelar Opssus Zebra Semeru 1993/1994. Ber-

beda dengan bulan-bulan sebelumnya, dimana polisi
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bersikap pasif(menunggu) ada pelanggaran paru ditin
dak. Hal ini merupakam indikasi bahwa masyarakat pe
makai jalan cendrung melakukan pelanggaran lalu lin
tas dan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum pa-
ra pemakai jalan..Untuk memperleﬁgkap'data tentang
terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dibawah i=-
ni penulis kemukakan data tentang pelanggaran mua -
tan(tonase), sebagai hasil pelaksahaan oprasi 23 di

jembatan timbang oleh DLLAJR tahun 1993 :

No.| Bulan Kendaraan ya-| % Jénis Pelanggaran
ng ditimbang _
Jumlah |Pelang Biasa|Seda|Berat | Lain
garan ng
1.| Januari 320,220|3,341 |1,04(1.482|379 (1.162 318
2, Pebruari [359.516{2.988 [0,83]1.435|314 [1.093| 146
3.| Maret 313.908{2.459 |0,78(1.256}230 743 230
4,|April 398.597(2.683 [0,67(1.297|230 980 | 176
.| Mel 298.23%3|3.181 11,07 (1.474}371 {1.071 265
6.{ Juni 456.859|5.236 |1,1511.950(482 (2,275 529
Te| Juli 541.581|5.486 |1,01 |1.648}624 |2.700 514
8.| Agustus 546.058|4.368 |0,80(1.393|372 [2.255 348
9.| September (547.499|2.231 |0,41 803|154 (1,070 204
10.|Oktober |595.594|1.416(0,24| 490|147 703 76
11.|Nopember |606.977|2.216|0,37| 755({179 (1.135| 147
12, |Desember E

Dokumentasi DLLAJR Jatim.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan para so-

AR N T qrbeeg 3 el DiEnlI0T Tt a3,
pir/perigémudi lielakukan pElanggaran lalu lintas ,



48

untuk mengetahui faktor-faktor tersebut lihat ta-

bel dibawah ini :

TABEL V

FREKWENSI SOPIR/PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

SERTA ALASANNYA

No.|Jumlah |Tidak pernah/ Alasan
Pernah/Sering
1.|6 Sopir [Tidak pernah -
2.|13 Sopir|Pernah - Ingin cepat sampai tujuan

Menge jar penghasilan maksi-
mum
= Menurunkan penumpang

3.|11 Sopir|Sering - Memenuhi setoran

Penumpang menyetop bukan pa
da tempatnya
- Menambah penumpang

Hasil wawancara dengan para Sopir/Pengemudi.,

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa

faktor-faktor yang menyebabkan para sopir/pengemu=-

di cendrung melakukan pelanggaran, adalah  karena

hal-hal sebagai berikut :

2.

b.

Ce.

d.

Ingin cepat sampai tujuan

Menambah penumpang(ingin mencapai) hasil +yang
maksimum

Memenuhi uang setoran

Penumpang tidak mau tahu

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dipersempit la=

gi, yaitu sebab yang datangnya dari diri sopir sen
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diri dan sebadb yang daténgpya dari luar yaitu fak-
tor pengmpang. Mengenai sebab yang bersumber ::pada
diri sopir, sudah sewajarnya karena memang sifat ma
nusia serba kurang peas atas hasil yang telah dira-
ihnya disamping itu pula mereka dituntut untuk meme
nuhi uang setoran pada majikannya. Demikian pula
tentang kebiasaan penumpang yang tidak mau tahu ter
hadap rambu-rambu lalu lintas, seperti menyetop bu-
kan pada tempat pemberhentian yang telah disedia-
kan, sehingga akibatnya memancing sopir . -melakukan

- pelanggaran. Karena dalam hal ini sopir dihadapkan

2.

pada dua alternatif, yaitu menaati rambu-rambu tapi
penumpang tidak tambah atau melanggar arambu-rambu
sehingga penumpang akan tambah dan dapat menambah
uang penghasilan. Jadi dalam hal ini diperlukan ada
nya kesadaran hukum yang tinggi dari masing -masing

pihak.

Usaha Peningkatan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan hal yang bersifat
psikhis dimana ia bisa timbul pada suatu waktu, na-
mun bisa lenyap pada waktu yang lain. Oleh karena-
nya sudah selayaknya jika masalah kesadaran  hukum
mendapat perhatian yang sangat serius, lebih-lebih
untﬁk'mendukung berlakunya undang-undang yang baru.

Usaha peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan
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dengan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum
secara teratur berdasarkan rencana yang mantap.
Penerangan hukuﬁ dimaksudkan supaya masyarakat me-
ngetahui dan memahami terhadap materi suatu undang
-undang, sehingga masyarakat benar-benar merasakan
manfaat dari suatu peraturan perundang-undahgan.
Penyuluhan hukum merupakan tahap lanjutan dari pe-
nerangan hukum, yang bertujuan supaya ~masyarakat
memahami hukum~hukum tertentu, sesuai dengan masa-
lah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penyulu
han ini harus berisikan hak dam kewajiban pada bi-
dang-bidang tertentu serta manfaat yang akan dira-
sakan oleh masysrakat apabila hukum atan  undang-
undang itu dipatuhi. Penerangan dan penyuluhan hu-
kum disamping perlﬁ dilakukan terhadap masyarakat
padea umumnya, justru yang jauh lebih penting ada-
lah penertiban, penerangan dan penyuluhan harus di
lakukan terlebih dahulu terhadap para petugas hu-
kum agar tidek terjadi penyalah gunaan kekuasaan.
(Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Su-

rabaya Utara, Kapten Polisi Roedito, S.H).

D. Pelaksanaan Ketentuan Denda di Pengadilan Negeri Su-

rabaya

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa :adanpya
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penaikan sanksi denda sampai jutaan rupiah dalam U
No.14/1992, akan mengakibatkan dampak negatif yaitu
akan tambah menjadi-jadinya kasus denda damai'dan a-
khirnya jumlah/besar uang denda damaipun akan ikut na
ik pula. Untuk menangkal keresahan masyarakat itu, la
lu diciptakan sistem tilang gaya baru yang dianggap
dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dan sekali
gus akan mampu memberantas praktek denda damgi di ja-
lan. Proses tilang gaya baru ini, mempunyai tiga al-
ternatif yaitu :

1. Jika seseorang dituduh melanggar peraturan lalu
lintas dan langsung mengakuinya, ia akan menerima
lembaran biru, artinya ia bersedia membayar wuang
titipan di Bank Rakyat Indonesia(BRI)v dan setuju a
da orang lain(yang ditunjuk Polri) hadir dalam per
sidangan.ASetelah membayar uang titipan dan menda-
patkan struk tanda terima dari BRI, pelanggér da-
pat mengambil kembali SIM atau surat kendaraan la-
in yang ditahan sebagal barang bukti. I¢:Pelampgar
mempunyal kesempatan membayar ke BRI dalam tempo
5 hari, lebih dari itu ia dimasukkan dalamA daftar
pencarian pelanggar(DPP).

2., Jika tertuduh langsung mengakui kesalahannya, tapi
ia ingin menghadiri sendiri persidangannya, maka
ia akan menerima dua lembaran warna biru dan merah

dari petugas. Lembar biru untuk menyetor uang ti-
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tipan dan lembar merah untuk bukti akan hédir dai
persidangan untuk mendengar vonis hakim.

3. Jika tertuduh menyangkal telah melanggar peraturan
lalu lintas, ia tidak perlu menyetor uwang titipan
ke BRI, tapi menghadiri sidang pengadilannya( sema
dengén penyelesaian tilang lama). Sidang dilang-
sungkan kira-kira dua minggu setelah ke jadian ter-
bukti memang bersalah, ia harus langsung membayar
denda yang besarnya sesuai dengan vonis hakim,

(Dokumentasi Polresta Surabaya Utara).

Adapun penerapan denda di Pengadilan Negeri Su
rabaya, karena sekarang sudah ada tabel denda, maka
yang menjadi pegangan atau pedoman untuk menjatuhkan
(menetapkan) besar kecilnya denda terhadap para pe-
langgar lalu lintas adalah berdasarkan jumlah denda
yang tercantum dalam tabel denda, dengan proses tila-
ng gaya baru yang mempunyai tiga alternatif sebagaima
na tersébut di atas. Untuk memperjelas tentang penera
Pan denda oleh hakim di Pengadilan Negeri surabaya ,
dibawah ini penulis kemukakan contoh tentang putusan

hakim terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, seba-

gal berikut :

No.|Jenis Kendg'Melanggar Pa -|Uang ti|Biaya|Besarnya
raan sal tipan perka|denda
. ra
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Ro.|Jenis Kenda|Melanggar Pa -|Uang ti [Biaya|Besarnya
raan sal tipan [perka|denda
ra
1. |Bus Ps 61{1) yo P=s|30.000 | 500 |29.000
56, Ps 23{1)
UULLAJ
2. |Truck Ps 13 UULLAJ |40.000 | 500 |39.000
3. |Sepeda mo- |Ps 59(1) Fo Ps|10.000 | 500 | 9.000
A |tor 134{1) UULLAJ
4,|Pick up Ps 61(1) yo Ps|{20.000 | 500 |19.000
23(1) UULLAJ
Dokumentasi Pengadilan Negeri Surabaya.

Keterangan :

1.
2.
3.
4.

Perkara No.
Perkara No,
Perkara No.

Perkara No.

18768
18770
18743
18742

Dengan melihat empat(4) contoh putusan hakim

tersebut di atas, nampak jelas bahwa putusan hakim

tentang perkara pelanggaran lalu lintas adalah berpe

doman pada ketentuan denda yang besarnya sesual deng

an yang terdapat dalam tabel denda.

Sedangkan hal-hal yang mungkin dapat

mempe-

ngaruhi berat ringannya sanksi hukuman(denda) bagi

pelanggar lalu lintas adalah sebagai berikut

1. Sikap pelanggar waktu sidang

2. Jenis pelanggarannya

3. Keadaan tingkat pendidikan pelanggar



4.

5
6.

7.

8.
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Pelanggar pernah dihukum atau tidak(dalam kasus
yang sama)

Kondisi fisik pelanggar pada waktu mengemudi: .-
Kondisi batin(mabuk, emosi) pelanggar pada waktu
mengemudi

Kondisi fisik kendaraan yang dipakai pada waktu
mengemudi

Keadaan rambu-rambu lalu lintas dan atau marka ja

lan.

(Hasil wawancara dengan Hakim, H.Mansyur Idries, SH)



